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Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut:
1.illegal fishing dalam perspektif hukum internasional merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional, terutama sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Meskipun UNCLOS 1982 tidak secara eksplisit menyebut istilah illegal fishing, namun ketentuan mengenai hak berdaulat negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kewajiban konservasi sumber daya ikan, serta kewenangan penegakan hukum telah memberikan dasar yuridis yang kuat bagi negara pantai, termasuk Indonesia, untuk mengkualifikasikan illegal fishing sebagai perbuatan melawan hukum. illegal fishing dalam perspektif hukum internasional merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional, terutama sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Meskipun UNCLOS 1982 tidak secara eksplisit menyebut istilah illegal fishing, namun ketentuan mengenai hak berdaulat negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kewajiban konservasi sumber daya ikan, serta kewenangan penegakan hukum telah memberikan dasar yuridis yang kuat bagi negara pantai, termasuk Indonesia, untuk mengkualifikasikan illegal fishing sebagai perbuatan melawan hukum.


2.penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di perairan Natuna dalam praktiknya belum berjalan secara optimal, sehingga masih terdapat 
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kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah ZEE, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta dinamika geopolitik kawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama illegal fishing terletak pada aspek implementasi hukum, bukan pada kelemahan pengaturannya.
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	Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1.pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional, terutama di kawasan strategis seperti Perairan Natuna. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana patroli laut, modernisasi armada pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pemantauan perikanan seperti Vessel Monitoring System (VMS), radar, dan sistem satelit. Upaya ini penting untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas illegal fishing.diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana illegal fishing, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Koordinasi yang efektif akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum, mulai dari tahap pengawasan, penindakan, penyidikan, hingga proses peradilan.
2.Dalam rangka menghadapi praktik illegal fishing yang bersifat lintas negara, Indonesia perlu terus mendorong dan memperkuat kerja sama internasional dan regional, baik melalui perjanjian bilateral maupun forum kerja sama multilateral di bidang pengelolaan perikanan. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, patroli bersama, serta harmonisasi kebijakan penegakan hukum perikanan guna mencegah pelaku illegal fishing memanfaatkan celah hukum antarnegara. penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing hendaknya tidak hanya berorientasi pada penindakan represif, tetapi juga diimbangi dengan langkah-langkah preventif dan edukatif. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perikanan serta dampak negatif illegal fishing terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya pemberantasan illegal fishing dapat dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.
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